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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT D SEMARANG 
NO MOR 6 TA.RUN 1994 SERI D NO MOR 6 

PERATURAN DAE RAH K,\BUPATEN DAERAH TINGKA T ll SEMARANG 
NOMOR : 3 TAHUN 191.U 

TENTANG 

PENETAPAN SISA PERBlTUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN · 
BEi.ANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 SEMARANG 

TA.HUN ANGGARA.N19'J3 / 1994 

DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPAIA DAERAII TlNGKAT IT SEMARANG 

Menimbang 

Mengingat 

: bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Be: 
. lanja Daerah lingkat II Semarang Tahun Anggaran 1993 

/ 1994 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Tmgkat 

U Semarang pedu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

: · 1. Undang - undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pem-
bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam ling -

kungan .Propinsi Jawa Tongah. 

2. · Undang - undang nomor 67 tahun, 1958 tentang Per­
ubahan Batas • batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan 
Daerah Swatantra Tmgkat II Semarang. 
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3. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok­

pokokPtmefinrn.h'ilffl0di Daerah (Lembaran Negara 

Tu.bun f9'74 Nomor ~8; Tambahan Lembaran Negara 

Nomor/1~~; :,? __ ./· ! - _ 
4. Peratur~rt i>ei'Q~fint-ah nomor 5 tahun 1975 tentang 

. .":"'\., ...... ·"li;· ·"',.f'.' 

Pengurus;ili, :eer~iri:ggung Jawaban dan Pengawasan 
·. :,),~ < ;,..· 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 ta-
hun 1975); 

5. Peraturan Pemerintah nomor), tahunl975 tent~ng 

· C-ara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Bel_anja 

Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah 
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 
tahun 1975)'; 

6, · Per at uran Pemerintah n~mo; 16 · tahun 1976 'tentarig 

· Perluasan·J<otamadya Daerah Tingkat II Semarang 

· (Lcmbaran Negara Tahtin :1976 Nomor 25; Tambah­

an Lembaran Negara Nomor 3079); 

7. Peraturan Pemerintah nomor 6~ tahun 1992 tentang 

Pembahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Ting­

ka t II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Se­
marang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114; 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500 ); 

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 _ 

tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai 
Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan 

bagi Pegawai Petusahaan'dan untuk keperluan khu• 
sus serta Operasi Pasar; 

9. · Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 

tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pe. 



nyaluran SubsidiGaji dan-Pensiun Daerah otonom; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 
1975, tentang contoh - contoh Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata 
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhi-

.. tungan Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 

1978 tf:ntang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan 
dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan · dan Materiil 

Daerah; 

12·.··Peraturan Menteri Dalam Negeri ~<>mor·4 tahun 

1979 tentang Pela}-san~3:n Pengelolaan bar~ng Pe­
merintah paerah; 

13; Peraturan Menteri Dalam Negeri ·noinor 1 tahun 
1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi 
· Bendaharawan Daerah; 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900 - 009 
tanggal 2 April 1980 tentang Manual Adniinistrasi 
Keuangan Daerah; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 020-595 
tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Admini­

strasi Barang Daerah; 

16. Keputusan Menteri Da1am Negeri nomor 970 - 893 

tanggal 24 Desember 1981 tentang ManuaJ Admini­
strasi Pendapatan Daerah; 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 94 tahun 

1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
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18. Keputusan Menteri Dalam Negerinomor 903' -1316 . 

. tanggal 18 September 1985 tentang Penyempumaan 

Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Penda­
patan dan Belanja Daerah; 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903 -1319 
tanggal 19 September 1985 tentang Penyempumaan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903 • 603 
tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Penda­

patan dan Belanja Daerah; 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903 • 269 

· tahun 1986 ten tang Penyempurnaan J,lentuk dan Su~ 

sunan. Tata Usaha Keuangan Qaerah. serta Perhi­

tungan Anggaran Pendapatan dan 13elanja Oaerah; 

2L Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903 - 379 
tahun 1987 tehtang Penggunaan' sistim Digit dalam 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Ik';lanja 
Daerah serta P'etunjuk Te~s Tata Usaha Keuangan 
D,aerah; . 

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903;. 0S5 
tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Peme­

rintah Kota Administr~tip; 

23. Keputusan Menleri Dalam Negeri nomor 903 - 056 

tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan 
Pos 2.2.2. Kepala Daerah, mep}adi _Pos 2.2.2. Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

. 24. · Keputusan Menteri Qalam Ne_geri nomor _903 - 057 
tahun 1988 tentang Penyen-ipurnaan Bentuk dan Su­

. sunan Pendapatan Daera;h; . 

25. Peraturan Daer~h Kabupat~il Daerah Ttngkat'II Se-



marang Nomor 3 Tahun 1993 tanggal 20 Maret 1993 

tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Be­

lanja Daerah lingkat II Semarang tahun anggaran 

1993/1994; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Se­
marang Nomor 13 Tahun 1993 tanggal 30 Nopember 

1993 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pen­
dapatan dan · Belanja Daerah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Semarang tahun anggaran 1993 / 1994. 

Oengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah 

Tmgkat II Semarang. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN · DAERAH 

TINGKAT II SEMARANG 1ENTANG PENETAPAN 

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DARRAH KABUPATEN DAERAH 

TINGKAT II SEMARANG TAHUN ANGGARAN 

1993 /1994. 

· Pasall 

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitunga(! Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 adalah sebagai berikut : 

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan: ...... :···;... Rp. 23.062.040.003,41 

2. Perhitungan Anggaran Belanja : 

a. Rutin Rp. 9.293.112.808,48 

b. Pembangunan Rp. 13.046.705.450,00 
+ 

Rp. 22.339.818.258,48 

3. Sisa Perhitungan Anggarao Pendapatan dan 
Belanja Daerah Berlebih sejumlah .:............... Rp. 722.221.744,93 
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Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhi• 

tungan Tahon Anggaran 1993 / 1994 adalah sebagai berikut : 

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan : 

a. Pendapatan : 
- · Pendapatan 

b. Belanja: 

- Rutin 
- Pembangunan 

Rp. 1.316.207.568,93 

Rp. 

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan 

Rp. 1.244.431.504,66 

+ 
Rp. 1.316.207 .568,93 

berkurang sejumlah ......................... .................. Rp. 71.776.064,27 

Pasal3 

Perincian Lebih Ian jut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Be-
• 

lanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan di maksud pasal 1 dan Pasal 2 
tersebut diatas, dimuat dalam lampiran C.1. 

DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN DAERAH llNGKATII 

SEMARANG 

KElUA, 

CAP TID. 

Ors. SOEPONO 

Ditetapkan di : UNGARAN 
Pada tanggal : 23 AGUSTUS 1994 

BUPATI KEPALA DAERAH 
llNGKAT II SEMARANG 

CAP TID. 

Drs. SOEDIJA1NO 
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Disahkan dengan Keputusan Gubemur 
Kepata Daerah 'Ilngk.at I Jawa 'lengah 
'Ianggal 3 Nopember 1994 Nomor 903 / 
1060/ 1994. 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tmglcat II Sema­
rang Nomor 6 'Jahun 1994 'langgal 10 
Nopember 1994 Seri D Nomor 6 Tahun 
1994. 

Sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIS Wll.AYAH/DAERAH 

CAP TID. 

-
Ors. WOERYONO 

PEMBINA UTAMA MUDA 
NIP. 01oos1~n 
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Lampiran C.1 

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHON ANGGARAN 1993 / 1994. 

BAB I. Pendapatan 

BAB II. Belanja .......................................... . 

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 
. Belanja Daerah tahun Anggaran 1993 / 1~4 

Rp. 23.062.040.003,41 

Rp. 22.339.818.258,48 

Rp. 722.221.744,93 
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